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ABSTRAK 
Pegawai negeri merupakan unsur utama penyelenggaraan pemerintahan, keberhasilan 
tugas-tugas pemerintahan tergantung dari kualitas pegawai negeri itu sendiri, dalam berbagai hal 
secara internal pemerintah berusaha meningkatkan kemampuan aparatnya salah satu upaya yang 
dilakukan adalah dengan memberikan pendidikan dan pelatihan yang diharapkan dapat 
meningkatkan pengetahuan, keterampilan, sikap sehingga tercipta efektivitas kerja yaitu pada 
semakin baiknya pelaksanaan tugas-tugas dari aparatur.
Penelitian ini dilakukan pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang 
Mongondow Utara, dengan tujuan untuk mengetahui peran pendidikan dan pelatihan yang diikuti 
pegawai dalam peningkatan efektivitas kerja, dengan menggunakan metode kualitatif, informan 
penelitian adalah kepala sub bagian dan staf serta sekretaris daerah.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan dan pelatihan yang diikuti oleh pegawai 
memberikan efek pada peningkatan efektivitas kerja, namun penigkatan efektivitas kerja tersebut 
belum secara keseluruhan, karena materi yang didapatkan pada pendidikan dan pelatihan pegawai 
biasanya di khususkan bagi pegawai yang telah menduduki jabatan struktural, dan tidak 
memberikan peningkatan yang cukup berarti bagi pegawai yang berkedudukan sebagai staf. 
Kata Kunci: Peran, Pendidikan dan Pelatihan, Efektivitas Kerja.
PENDAHULUAN
Dalam dunia modern saat ini, kebanyakan orang menganggap organisasi sebagai suatu tempat 
atau wadah sekelompok orang yang bekerjasama untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan 
sebelumnya, dalam mencapai tujuannya ada beberapa hal yang mendukung seperti orang, modal, 
material, sarana dan prasaran dan lain sebagainya.Namun penggerak dari semuanya agar tujuan itu 
tercapai adalah orang.Dalam organisasi baik organisasi pemerintah maupun organisasi swasta salah 
satu hal yang sangat mendukung keberhasilan dalam pencapaian tujuan adalah sumber daya 
manusia. Pegawai atau karyawan merupakan aset organisasi yang perlu dikembangkan agar 
memiliki kinerja yang baik sehingga kegiatan yang ada dalam organisasi tersebut dapat berjalan 
secara efisien dan efektif sehingga apa yang menjadi sasaran atau tujuan dapat dicapai. Agar 
tujuan organisasi dapat tercapai tentunya dibutuhkan sumber daya manusia yang memiliki kualitas, 
sikap, loyalitas baik terhadap pekerjaan maupun organisasi.Dalam organisasi swasta dan publik untuk 
memiliki pegawai ataupun karyawan yang mempunyai kompetensi tentunya diperlukan 
manajemen yang baik yaitu perencanaan sumber daya manusia, seleksi, penempatan pegawai dan 
pendidikan pelatihan.Pengelolaan SDM dengan tepat, agar mampu memanfaatkan hasil 
ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mencapai tujuan organisasi.
Pendidikan pegawai dapat dilihat dari dua aspek yaitu kualitas dan kuantitas. 
Pengertian kuantitas menyangkut jumlah pegawai, kuantitas pegawai tanpa disertai dengan kualitas 
yang baik akan menjadi beban pembangunan bangsa. Sedangkan kualitas menyangkut mutu sumber 
daya manusia yang menyangkut kemampuan, baik kemampuan fisik maupun kemampuan non 
fisik (kecerdasan dan moral), oleh sebab itu untuk kepentingan akselerasi suatu pembangunan 
dibidang apapun, maka peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan salah satu syarat 
utama.
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Dalam organisasi pemerintah khususnya pemerintah daerah, sesuai dengan kewenangan yang 
diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 pasal 129 ayat 1 dan 2 yaitu Pemerintah melaksanakan pembinaan manajemen 
pegawai negeri sipil daerah dalam satu kesatuan penyelenggaraan manajemen pegawai negeri 
sipil secara nasional. Manajemen pegawai negeri sipil daerah meliputi penetapan formasi, 
pengadaan, pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, penetapan pensiun, gaji, 
tunjangan,kesejahteraan, hak dan kewajiban kedudukan hukum, dan pengembangan.
Menurut Irawan (1997:92), pendidikan danpelatihan dalam jabatan, dilaksanakan untuk 
mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap Pegawai Negeri Sipil agar dapat 
melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunaqn dengan sebaik-baiknya.Pendidikan 
dan pelatihan dapat dilakukan baik melalui jalur (cara) diklat maupun jalur non diklat. Jalur diklat, 
misalnya berbentuk kegiatan seminar, lokakarya.Jalur non diklat misalnya dapat berbentuk 
promosi jabatan, pemberian bonus, insentif, peringatan dan hukuman. Setiap organisasi apapun 
bentuknya senantiasa akan berupaya agar dapat mencapai tujuannya dengan baik. Tujuan 
organisasi itu akan dapat tercapai dengan baik apabila pegawai dapat melakukan tugas-tugasnya 
dengan efektif. Efektifitas suatu lembaga sangat tergantung pada baik buruknya pengembangan 
sumber daya manusia, oleh karena itu untuk meningkatkan kemampuan kerja para pegawai dapat 
dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan.
Pendidikan dan pelatihan pegawai sering diartikan dengan usaha-usaha untuk 
meningkatkan keterampilan maupun pengetahuan umum bagi para pegawai agar pegawai 
mampu melaksanakan tugas-tugasnya. Apabila pegawai mampu melaksanakan tugas-tugasnya 
dengan baik dan benar serta tepat waktu maka akan tercipta efektivitas kerja sehingga tercapai 
tujuan organisisai. Pengembangan sebagai suatu perubahan dalam orang yang memungkinkan 
bersangkutan bekerja lebih efektif.Efektivitas dapat diartikan sebagai tingkat kemampuan suatu 
organisasi untuk melaksanakan tugas pokoknya untuk mencapai sasaran.Konsep efektifitas tidak 
selalu paralel dengan konsep efesiensi karena walaupun terjadi pemborosan asalkan tujuan dapat 
dicapai maka organisasi dikatakan efektif. Namun untuk perkembangan kinerja pegawai dewasa 
ini konsep efesiensi sangat diperhatikan hal ini sesuai dengan penyelenggaraan kebijakan dan 
manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) yaitu asas efektif dan efisien (Undang-undang Nomor 5 
Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara) Faktor yang menjadi perhatian dalam 
pengembangan serta peningkatan kemampuan dan keterampilan aparatur pemerintah adalah 
dengan pengembangan terhadap pegawai melalui proses pendidikan dan pelatihan sesuai 
dengan kebutuhan agar tercapai efektifitas kerja. Sehingga pegawai akan memiliki kompetensi 
jabatan dan dapat melaksanakan tugas pelayanan yang diharapkan. Dalam organisasi pemerintah 
sumber daya manusia sering disebut dengan pegawai yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS ), 
sebelum menjadi Pegawai Negeri Sipil pada awalnya adalah Calon Pegawai Negeri Sipil 
(CPNS) yaitu masa setelah diterima melalui rekrutmen PNS. Untuk menjadi PNS pegawai 
terlebih dahulu memenuhi persyaratan salah satunya adalah mengikuti Pendidikan dan Latihan 
(Diklat) Prajabatan. Diklat ini dilakukan agar pegawai memiliki ketermpilan dalam 
melaksanakan tugas-tugas yang akan dipercayakan kepadanya. 
Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara merupakan unsur staf yang 
dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah.Bagian Umum merupakan salah satu bagian dari 
Organisasi Sekretariat Daerah yang berada dibawah langsung dari Asisten Administrasi 
Umum. Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Balaang Mongondow Utara terdiri
dari Sub Bagian Tata Usaha, Sub Bagian  Perlengkapan dan Sub Bagian Kepegawaian, 
Sub Bagian Keuangan, Sub Bagian Rumah Tangga. Bagian Umum dipimpin oleh Kepala Bagian 
Umum. Dalam pelaksaaan tugas bagian umum melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan 
pemerintahan daerah bidang umum, dan fasilitasi koordinasi dan evaluasi penyelenggaraan 
kebijakan serta pengelolaan administrasi tugas-tugas bidang: tata usaha, perjalanan dinas, 
keprotokoleran, rumah tangga, perlengkapan dan keuangan Sekretariat Daerah. Dalam kegiatannya 
bagian umum melaksanakan penerimaan surat masuk dan surat keluar dari internal maupun 
eksternal lingkungan sekretariat daerah. Penanganan surat masuk yaitu surat yang penunjukannya 
kepada Bupati, Wakil Bupati, Sekrtetaris Daerah dan Assisten. Penanganan surat keluar yaitu 
pemberian penomoran surat yang penandatangan surat oleh Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris 
Daerah. Selain dari menangani surat, kegiatan bagian umum juga melakukan kegiatan 
keprotokolan, keuangan, rumah tangga kedinasan. Karena begitu luasnya ruang lingkup kerja dalam 
bagian umum tentunnya diperlukan kemampuan, keterampilan dan pengetahuan pegawai akan 
bidang kegiatan yang dikerjakannya.
Fenomena yang terjadi, dalam pelaksanaan tugas-tugas tersebut menurut pengamatan penulis 
bahwa masih adanya penyelesaian pekerjaan yang tertunda, kurangnya penguasaan pegawai 
pada tugas kegiatan yang dilaksanakan, hal ini dapat dilihat setiap kegiatan yang ada dibagian 
umum yang telah dilaksanakan bukti dari pelaksaaan kegiatan disebut dengan surat 
pertanggungjawaban (SPJ) sering tidak tepat waktu. Pada umunya pegawai dalam 
menangani suatu kegiatan belum pernah melakukan pelatihan dibidangnya sehingga kurangnya 
pengetahuan terhadap bidang tersebut.Penundaan pekerjaan tersebut dapat terjadi karena pegawai 
kurang disiplin, merasa kurang memahami pekerjaan dan kejenuhan terhadap lingkungan kerja.Untuk 
penilaian sementara dilapangan bahwa pegawai yang diberikan pengembangan melalui 
pendidikan dan pelatihan mengalami peningkatan kinerja yang telah dinilai melalui Daftar Penilaian 
Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai (DP3).Tetapi pendidikan dan pelatihan dilakukan kurang 
maksimal dikarenakan keterbatasan anggaran dan kurangnya sarana dan prasarana yang 
mendukung.
Hal-hal seperti uraian yang disebutkan diatas, merupakan suatu hipotesis 
sementara yang masih perlu dilakukan penelitian mendalam dengan menggunakan 
metode-metode ilmiah, khususnya menyangkut peranpendidikan dan pelatihan pegawai 
dalam meningkatlan efektifitas kerja, di Bagian Umum Kantor Sekretariat Daerah 
Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.Untuk memperjelas dan membatasi ruang 
lingkup penelitian diperlukan pembatasan masalah yaitu: pendidikan dan Pelatihan 
(Diklat), dan penelitian ini dilakukan pada pegawai Bagian Umum Sekretariat Daerah 
Kabupaten Balaang Mongondow Utara yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan.
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, rumusan masalah 
penelitian ini adalah: Bagaimana peran pendidikan dan pelatihan dalam peningkatan
efektifitas kerja di Bagian Umum kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow 
Utara? Sehingga tujuan penelitian ini adalah: untuk mengetahui peran pendidikan dan 
pelatihandalam peningkatan efektifitas kerja, pendidikan danpelatihan dalam jabatan, dilaksanakan 
untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap Pegawai Negeri Sipil agar dapat 
melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dengan sebaik-baiknya.
TINJAUAN PUSTAKA
A. Konsep Peran 
Setiap manusia dalam kehidupannya masing-masing memiliki peran dan fungsi dalam 
menjalankan kehidupan sosialnya. Dalam melaksanakan perannya, setiap manusia memiliki cara 
atau sikap yang berbeda-beda. Hal ini sangat dipengaruhi oleh latar belakang kehidupan 
sosialnya.
Peran merupakan aspek yang dinanis dalam kedudukan (status) terhadap sesuatu. Apabila 
seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan 
suatu peran (Moejiarto, 2007:37).
Analisis terhadap perilaku peranan dapat dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu 
ketentuan peranan, gambaran peranan dan harapan peranan.Ketentuan peranan adalah pernyataan 
formal dan terbuka tentang perilaku yang harus ditampilkan seseorang dalam membawa 
perannya.Gambaran peranan adalah suatu gambaran tentang perilaku yang secara aktual 
ditampilkan seseorang dalam membawakan perannya.Dari berbagai pengertian tersebut dapat 
ditarik kesimpulan mengenai pengertian peranan dalam hal ini peran pemerintah dalam 
melaksanakan fungsi dan tujuannya dalam pelayanan, pembangunan, pemberdayaan, dan 
pengaturan masyarakat. Seperti yang telah dikemukakan oleh Sarjono Sukamto bahwa peranan 
merupakan aspek dinamis dari kedudukan apabila seseorang melaksanakan hak-hak serta 
kewajiban sesuai dengan kedudukannya maka ia telah melakukan sebuah peranan.  
B. Konsep Pendidikan dan Pelatihan
1. Pengertian Pendidikan dan Pelatihan
Banyak usaha yang dilakukan oleh setiap organisasi agar pegawainyadapat berkembang 
dalam arti meningkatkan pengetahuan dan keterampilan untuk
melaksanakan tugasnya. Untuk memperbaiki kemampuan para pegawai dapat dilakukan dengan 
cara memberikan pelatihan dan pendidikan kepada mereka yang berguna untuk meningkatkan 
pengetahuan dan operasional di dalam menjalankan tugas pekerjaan.
Menurut Wursanto (1999:59), latihan adalah bagian pendidikan yang menyangkut 
proses belajar untuk memperoleh dan meningkatkan keterampilan diluar sistem pendidikan yang 
berlaku dalam waktu yang relatif singkat dan dengan metode yang lebih mengutamakan 
praktek daripada teori.
Pendidikan dan pelatihan sama juga dengan pengembangan yang merupakan proses 
peningkatan keterampilan kerja. Latihan adalah suatu kegiatan untuk memperbaiki kemampuan kerja 
seseorang dalam kaitannya dengan aktifitas ekonomi (Ranupandojo, 1993:77)
2. Tujuan Pendidikan dan Pelatihan
Menurut Undang-Undang No. 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan latihan jabatan 
Pegawai Negeri Sipil (PNS) diklat ada 2 (dua) jenis yaitu Diklat Prajabatan dan diklat jabatan.
1. Diklat Pra-Jabatan (pre service training) adalah suatu latihan yang diberikan kepada Calon 
Pegawai Negeri Sipil, dengan tujuan agar ia dapat terampil melaksanakan tugas yang 
dipercayakan kepadanya. Diklat Pra-Jabatan terdiri dari:
a. Diklat Prajabatan golongan I, diklat bagi mereka yang akan diangkat untuk menjadi PNS 
golongan I
b. Diklat Prajabatan golongan II, diklat bagi mereka yang akam diangkat menjadi PNS 
golongan II
c. Diklat Prajabatan golongan III, diklat bagi mereka yang akan diangkat menjadi PNS 
golongan III
2. Diklat dalam jabatan (in service training) adalah suatu pelatihan yang bertujuan untuk 
meningkatkan mutu, keahlian, kemampuan dan keterampilan. Diklat dalam jabatan terdiri dari 
Diklat Kepemimpinan (Diklatpim), Diklat Fungsional dan Diklat Teknis.
Diklatpim yang terdiri dari :
a. Diklatpim Tingkat IV, diklat bagi mereka yang menduduki jabatan struktural Eselon IV
b. Diklatpim Tingkat III, diklat bagi mereka yang menduduki jabatan struktural Eselon III
c. Diklatpim Tingkat II, diklat bagi mereka yang menduduki jabatan struktural eselon II
d. Diklatpim Tingkat I, diklat bagi mereka menduduki jabatan struktural Eselon I
Diklat Fungsional adalah diklat yang dilaksanakan untuk memenuhi persyaratan yang sesuai 
dengan jenis jenjang jabatan fungsional, yang ditetapkan oleh instansi Pembina jabatan 
fungsional bersangkutan.Diklat Teknis yaitu diklat yang dilaksanakan untuk memberikan 
keterampilan dan atau penguasaan pengetahuan teknis yang berhubungan secara langsung dengan 
pelaksanaan tugas pokok instansi yang bersangkutan dan pengetahuan yang berkenaan dengan 
bidang pelayanan teknis yang bersifat umum, administratis dan manajemen yang 
keberadaannya menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instansi yang bersangkutan.
3. Manfaat Pendidikan dan Pelatihan
Dalam setiap aktifitas organisasi, pasti memiliki sasaran dan arah yang dituju, baik 
jangka panjang maupun jangka pendek.Arah yang dituju merupakan rencana yang 
dinyatakan sebagai hasil yang harus dicapai.Manfaat dan dampak yang diharapkan dari pendidikan 
dan pelatihan harus dirumuskan dengan jelas serta tidak mengabaikan kesanggupan dan 
kemampuan perusahaan.
1. Meningkatkan stabilitas pegawai
2. Memperbaiki cara kerja pegawai
3. Mampu bekerja lebih efektif dan efisien
4. Meningkatkan keahlian dan produktifitas kerja
5. Mengurangi timbulnya kecelakaan kerja
6. Meningkatkan rasa tanggung jawab
7. Meningkatkan semangat dan kecakapan bekerja
8. Kesempatan untuk mengembangkan diri sendiri dengan mengeluarkan segala potensi yang 
dimiliki
9. Mampu melaksanakan tugas dengan baik
C. Konsep Efektivitas kerja
Keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya tidak dapat melepaskan diri 
dari perlunya pembagian kerja yang tepat supaya setiap pegawai bisa melaksanakan tugas-
tugasnya secara efektif.Sedarmayanti (1996:97) berpendapat sebagai berikut : “Efektifitas 
berkaitan dengan pencapaian unjuk kerja yang maksimal dalam arti pencapaian target yang 
berkaitan dengan kualitas, kuantitas dan waktu”.
Menurut Siagian (1997:151) mendefinisikan efektivitas kerja adalah penyelesaian 
pekerjaan tepat pada waktunya yang telah ditetapkan artinya pelaksanaan suatu pekerjaan 
dinilai baik atau tidak, sangat tergantung pada penyelesaian tugas tersebut, cara melaksanakan, 
dan biaya dikeluarkan untuk pelaksanaan tugas tersebut. Etzioni (Tangkilisan, 2005) mengatakan 
bahwa pengertian efektifitas kerja adalah tingkat sejauh mana suatu organisasi yang merupakan 
sistem sosial dengan segala sumber daya dan sarana tertentu yang tersedia memenuhi tujuan-
tujuannya tanpa pemborosan dan menghindari ketegangan yang tidak perlu diantara anggota-
anggotanya.
1. Pengukuran Efektifitas kerja
Menurut Champbell yang dikutip Steers (1985:45) untuk mengukur efektivitas kerja ada 
beberapa variabel yang dapat digunakan yaitu:
1. Kualitas kerja
Kualitas dari jasa atau produk primer yang dihasilkan oleh organisasi.Ini mungkin banyak 
bentuk operasional, terutama ditentukan oleh jenis produk atau jasa yang dihasilkan oleh 
organisasi.
2. Kesiagaan
Penilaian menyeluruh sehubungan dengan kemungkinan, bahwa organisasi mampu 
menyelesaikan sesuatu tugas khususdengan baik jika diminta.
3. Semangat kerja
Kecendrungan anggota organisasi berusaha lebih keras mencapai tujuan dan sasaran 
organisasi termasuk perasaan terikat.Semangat kerja adalah gejala kelompok yang melibatkan 
usaha tambahan, kebersamaan tujuan, dan perasaan memiliki.Kelompok bersemangat, sedangkan 
perorangan bermotivasi (dan puas).Implikasinya semangat adalah bagian dari gejala kelompok.
4. Kepuasan kerja
Tingkat kesenangan yang dirasakan seseorang atas peranan atau pekerjaanya dalam 
organisasi.Tingkat puas rasa individu bahwa mereka mendapat imbalan yang setimpal, dari 
bermacam-macam aspek situasi pekerjaan dan organisasi tempat mereka berada.
5. Motivasi
Kekuatan kecendrungan seorang individu melibatkan diri dalam kegiatan yang berarahkan 
sasaran dalam pekerjaan.Ini bukanlah perasanaan senang yang relatif terhadap hasil berbagai 
pekerjaan sebagaimana halnya kepuasan, tetapi lebih merupakan perasaan sedia atau rela bekerja 
untuk mencapai tujuan pekerjaan.
6. Efisiensi
Nisbah yang mencerminkan perbandingan beberapa aspek prestasi unit terhadap biaya 
untuk menghasilkan prestasi tersebut.Contoh berapa biaya yang dikeluarkan untuk setiap kegiatan.
C.Hubungan Pengembangan Pegawai Terhadap Efektivitas Kerja
Pengembangan pegawai melalui pendidikan dan pelatihan memiliki manfaat bagi 
pelaksaksanaan kegiatan karena dengan pendidikan dan pelatihan mampu memberikan hasil yang 
baik bagi pegawai maupun bagi organisasi.Dengan adanya pendidikan dan pelatihan 
tentunyaakan menambah semangat, pengetahuan, keterampilan dan kemampuan pegawai dalam 
melaksananakan tugas-tugasnya dan melalui pendidikan dan pelatihan juga dapat merubah sikap 
dan perilaku dari pegawai.Perubahan tersebut lebih mengarah kepada hal-hal yang 
positif.Pelaksanaan pengembangan pegawai yang didasarkan pada objektivitas, tranparansi 
dengan tepat, dapat meningkatkan kompetensi pegawai.Pegawai dapat dan mampu melaksanakan 
kegiatan yang telah direncanakan organisasi dengan cepat dan benar (efektif) dalam rangkaian 
proses pencapai tujuan bersama. Oleh sebab itu penulis memberikan sebuah pendapat bahwa 
pengembangan pegawai melalui pendidikan dan latihan mampu memperbaiki dan meningkatkan 
efektivitas kerja sehingga yang menjadi tujuan organisasi dapat tercapai.
METODE PENELITIAN
Dalam penelitian ini, penulis mempergunakan jenis penelitian deskriptif  dengan metode 
analisis kualitatif. Penelitian Kualitatif adalah suatu pendekatan yang mengungkap situasi sosial 
tertentu dengan mendeskripsikan kenyataan secara benar, dibentuk oleh kata-kata berdasarkan 
tehnik pengumpulan dan analisis data yang relevan yang diperoleh dari situasi yang 
alamiah.Penelitian kualitatif memiliki karateristik dengan mendeskripsikan suatu keadaan yang 
sebenarnya, tetapi laporannya bukan sekedar bentuk laporan suatu kejadian tanpa suatu interpretasi 
ilmiah.Pendekatan kualitatif menekankan pada makna, penalaran, definisi suatu situasi tertentu 
(dalam konteks tertentu).Pendekatan kualitatif, lebih mementingkan proses dibandingkan dengan 
hasil akhir; oleh karena itu urutan-urutan kegiatan dapat berubah-ubah tergantung pada kondisi dan 
banyaknya gejala-gejala yang ditemukan. Tujuan utama penelitian yang menggunakan pendekatan 
kualitatif adalah mengembangkan pengertian, konsep-konsep, yang pada akhirnya menjadi teori, 
tahap ini dikenal sebagai grounded theory research (Sarwono, 2003 dalam Djam’an Satori dan Aan 
Komariah, 2010:39).
Fokus penelitian ini adalah peran pendidikan dan pelatihan pegawai dalam peningkatan 
efektivitas kerja, untuk memberikan batasan yang jelas tentang penelitian yang akan dilakukan, 
maka fokus penelitian yang digunakan adalah hasil dari pendidikan dan pelatihan yang diiukuti 
oleh pegawai negeri sipil agar dapat melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan 
dengan sebaik-baiknya, melalui indikator:
1. Pengetahuan, yaitu sesuatu yang hadir dan terwujud dalam jiwa dan pikiran seseorang 
dikarenakan adanya reaksi, persentuhan, dan hubungan dengan lingkungan dan alam 
sekitarnya.
2. Keterampilan, adalah kecakapan untuk menyelesaikan tugas atau kecakapan yang 
disyaratkan, jelas bahwa setiap cara yang digunakan untuk mengembangkan manusia, 
bermutu yang memiliki, keterampilan sebagaimana diisyaratkan.
3. Sikap Pegawai, adalah perilaku yg di miliki oleh seseorang dan tertanam sejak dini,yang 
mana perilaku tersebut berbeda-beda.
4. Peningkatan efektivitas kerja pegawai merupakan suatu ukuran tentang pencapaian suatu 
tugas atau tujuan.
Adapun informan penelitian ini adalah:
1. Pegawai kantor Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
yang terdiri dari:
- Kepala Sub bagian 
- Staf 
2. Sekretaris Daerah
Dalam penelitian jenis deskriptif ini peneliti menerjemahkan dan menguraikan data secara 
kualitatif sehingga diperoleh gambaran mengenai situasi-situasi atau peristiwa-peristiwa yang 
terjadi di lapangan dan juga didukung dengan bantuan data primer yang berasal dari hasil 
wawancara dengan para informan berdasarkan indikator- indikator yang ditentukan dalam 
penelitian ini.
HASIL PENELITIAN
Peran Pendidikan dan Latihan Dalam Peningkatan Pengetahuan, Keterampilan Dan Sikap 
Pegawai
Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2000 adalah proses 
penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan Pegawai Negeri 
Sipil.Pendidikan dan Pelatihan meliputi dua fungsi sekaligus, yaitu fungsi pendidikan dan fungsi 
pelatihan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.Tujuan pendidikan dan pelatihan 
adalahuntuk:Meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan sikap untuk dapat 
melaksanakan tugas jabatan secara profesional dengan dilandasi kepribadian dan etika Pegawai 
Negeri Sipil sesuai dengan kebutuhan instansi.Menciptakan aparatur yang mampu berperan sebagai 
pembaharu dan perekat persatuan dan kesatuan bangsa.Memantapkan sikap dan semangat 
pengabdian yang berorientasi pada pelayanan, pengayoman, dan pemberdayaan 
masyarakat.Menciptakan kesamaan visi dan dinamika pola pikir dalam melaksanakan tugas 
pemerintahan umum dan pembangunan demi terwujudnya kepemerintahan yang baik.
Sedangkan sasaran Pendidikan dan Pelatihan adalah terwujudnya Pegawai negeri Sipil yang 
memiliki kompetensi yang sesuai dengan persyaratan jabatan masing-masing.Jenis Pendidikan dan
Pelatihan sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2000, 
adalah:Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan, dilaksanakan untuk mremberikan pengetahuan dalam 
rangka pembentukan wawasan kebangsaan, kepribadian dan etika Pegawai Negeri Sipil, disamping 
pengetahuan dasar tentang sistem penyelenggaraan pemerintahan negara, bidang tugas, dan budaya 
organisasinya agar mampu melaksanakan tugas dan perannya sebagai pelayan masyarakat.
Sesuai dengan hasil penelitian, kepala bagian umum mengatakan bahwa:
“pendidikan dapat diartikan sebagai proses memperluas kepedulian dan keberadaan 
seseorang menjadi dirinya sendiri, atau proses mendefinisikan dan meredefinisikan keberadaan 
diri sendiri di tengah-tengah lingkungannya. Sedangkan Pelatihan dapat diartikan sebagai proses 
di mana para instruktur memanipulasi peserta dan lingkungan mereka dengan cara-cara tertentu 
sehingga peserta mampu menguasai perilaku yang diinginkan”.
Melengkapi pendapat tersebut, menurut Kepala Sub Bagian Rumah Tangga menyatakan
bahwa:
“pelatihan adalah proses di mana pegawai mempelajari keterampilan, sikap dan perilaku 
yang diperlukan guna melaksanakan pekerjaan mereka secara efektif”.
Sesuai dengan pendapat di atas, perbedaan esensial antara Pendidikan dan Pelatihan terletak 
pada tujuannya. Program pelatihan memiliki sasaran dan tujuan yang jelas sehingga pesertanya 
dianggap sebagai bahan baku yang perlu diproses agar menjadi produk yang sudah direncanakan. 
Pendidikan pada sisi lain, lebih ditekankan pada aspek memanusiakan manusia. Mengingat manusia 
memiliki aneka ragam potensi, maka proses Pendidikan dan Pelatihan ini dapat pula diterapkan 
secara beragam.
Pandangan di atas tidak jauh berbeda dengan pendapat Sekretaris Deaerah, yang 
mengatakan bahwa:
”pendidikan bertujuan untuk memberikan pengetahuan, sedangkan pelatihan bertujuan 
pada perbaikan perilaku, maka pelatihan harus lebih tertata dari pada pendidikan sebab 
pengetahuan dapat di transfer kapan saja, sedangkan pelatihan harus disusun secara sistematis
dan skematis agar sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan baik”.
Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pendidikan dan pelatihan 
sebagai proses memanusiakan manusia dan membekali pesertanya dengan keterampilan yang dapat 
digunakan untuk meningkatkan kinerjanya.
Pengetahuan, Keterampilan dan Sikap Pegawai 
Sesuai dengan rancangan pedoman wawancara yang telah disusun, peneliti menanyakan 
pertanyaan-pertanyaan:
1. Apakah materi atau bahan diklat dapat menunjang pekerjaan, salah seorang staf di bagian umum 
yang pernah mengikuti diklat mengatakan:
“materi yang diberikan pada kegiatan diklat, disesuaikan dengan jenjang diklat tersebut, pada 
saat itu saya mengikuti diklat kepemimpinan tingkat IV (PIM IV) untuk jabatan struktural eselon 
IV, materi yang saya terima pada saat mengikuti diklat tersebut harus diakui dapat menunjang 
pekerjaan, namun sebagian besar lebih kepada bentuk teori, sehingga adakalanya ada 
perbedaan antara materi yang diterima dengan aplikasi pada pekerjaan”.
2. Apakah materi diklat dapat meningkatkan pengetahuan, salah seorang staf di bagian umum yang 
pernah mengikuti diklat mengatakan:
“dengan mengikuti diklat PIM IV, ada hal-hal baru yang tidak pernah saya ketahui sebelumnya, 
setelah mengikuti diklat ada beberapa hal yang menambah wawasan pengetahuan saya”.
3. Materi Diklat yang diberikan apakah sesuai dengan kebutuhan pekerjaan, salah seorang staf di 
bagian umum yang pernah mengikuti diklat mengatakan:
“tidak semuanya materi diklat yang pernah saya ikuti dapat sesuai dengan kebutuhan pekerjaan, 
ada hal-hal lain yang sebenarnya memerlukan keahlian dan kecerdasan dari pegawai/individu, 
seperti mengejahwantahkan maksud dari pimpinan, hal ini tidak pernah dipelajari selama 
mengikuti diklat, menurut saya hal tersebut merupakan keahlian dan kecerdasan dari individu 
itu sendiri”.
4. Apakah alat bantu yang digunakan pada saat Diklat dapat membantu memahami metode yang 
diberikan, Kepala Sub Bagian Perjalanan Dinas pada Bagian Umum, yang pernah mengikuti 
Diklat PIM III untuk jabatan structural eselon III mengatakan:
“metode yang digunakan pada diklat yang pernah saya ikuti dapat dikatakan cukup kreatif 
dalam memberikan kemudahan untuk memahami materi, bagi saya hal tersebut dapat 
memperkuat integritas bagi pribadi pegawai yang bersangkutan, karena ada materi-materi yang 
sifatnya membangun kerja sama tim, sehingga diperlukan rasa saling percaya dan saling 
menjaga kepercayaan yang sudah diberikan”.
5. Dalam memberikan materidiklat, apakahnarasumber/pelatih menyampaikan dengan jelas dan 
mudah dimengerti, Kepala Bagian Umum mengatakan:
“menurut saya tergantung dari karakter pemateri tersebut, ada yang mempunyai gaya mengajar 
lemah gemulai, biasanya pemateri yang seperti ini susah untuk di mengerti apa yang 
diajarkannya, tetapi ada juga pemateri yang baik dalam menyampaikan materinya, sehingga 
transfer knowledge dapat berlangsung secara maksimal”.
6. Apakah semua pemateri menguasai materi yang dibawakannya, Kepala Bagian Umum 
mengatakan bahwa:
“menurut saya tidak juga semua pemateri menguasai materi yang dibawakan secara lebih 
mendalam, ada beberapa pemateri yang hanya berdasarkan buku pada saat mengajar sehingga 
membuat bosan peserta diklat, dan materi yang diajarkanpun tidak dapat dimengerti, namun 
ada pemateri yang sangat baik menguasai materi yang diajarkan”.
7. Apakah pelatih memotivasi peserta untuk dapat mempraktekkan materi yang diajarkan?
“sepertinya rata-rata mereka memang selalu memotivasi peserta diklat untuk selalu 
mempraktekkan nantinya di lingkungan pekerjaan mengenai apa yang telah diterima selam 
mengikuti diklat”.
8. Apakah setelah mengikuti diklatmengalami peningkatan kerja, Kepala Sub Bagian Rumah 
Tangga mengatakan bahwa:
“yang saya rasa biasa-biasa saja, mau ditingkatkan bagaimana lagi kerjanya, karena secara
rutinitas pekerjaan itu seperti itu, sudah diatur tertata dengan rapi menganai target yang telah 
diberikan, dan hasil pekerjaan disesuaikan dengan format yang telah disediakan”.
9. Apakah setelah mengikuti diklat menguasai tugas-tugas yang diberikan, Kepala Sub Bagian 
Rumah Tangga mengatakan bahwa:
“bisa dikatakan iya, bisa juga dikatakan tidak, karena tugas pekerjaan yang dilaksanakan 
biasanya rutin seperti itu, sehingga sebelum mengikuti diklatpun sudah dapat menguasai tugas 
pekerjaan di masing-masing bagian, Cuma ada beberapa hal yang mungkin lebih meningkat, 
yaitu lebih cekatan dan terampil dalam melaksanakan tugas, karena telah dilatih pada 
kegiatan diklat untuk menggunakan waktu secara efektif efisien”.
10. Apakah jadwal diklat sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh penyelenggara diklat, 
Kepala Sub Bagian Perjalanan Dinas mengatakan bahwa:
“pengalaman saya mengikuti diklat, jadwal yang telah ditetapkan oleh penyelenggara pada 
saat-saat terakhir biasanya  lebih di padatkan, sehingga tidak sesuai dengan jadwal yang telah 
ditetapkan, biasanya juga akan lebih cepat satu hari, karena waktu materi yang sudah 
digabung pada saat-saat terakhir”.
11. Apakah pelaksanaan diklat pihak penyelenggara menyediakan kebutuhan peserta, salah satu staf 
di Bagian Umum mengatakan bahwa:
“kalau kebutuhan alat tulis menulis memang disediakan, begitu juga dengan kebutuhan sarana 
prasarana akomodasi, namun biaya penggandaan harus ditanggung oleh masing-masing 
peserta diklat, pihak penyelenggara tidak menyediakan penggandaan materi”.
2. Peningkatan Efektivitas Kerja Pegawai
Efektivitas adalah berhubungan dengan hasil-hasil yang dicapai.Jadi sesuatu perbuatan dapat 
dikatakan efektif apabila perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat seperti yang 
dikehendaki.Setiap pekerjaan efisien tentu berarti efektif, kecuali dilihat dari segi usaha, hasil yang 
dikehendaki telah tercapai, bahkan dengan menggunakan usaha yang minimal.Dan dilihat dari segi 
hasil, usaha tertentuitu juga telah menimbulkan hasil yang dikehendaki dan bahkan tercapainya 
dalam derajat yang tertinggi mengenai waktu dan jumlahnya.
Berdasarkan hasil wawancara dengan sekretaris daerah diperoleh informasi bahwa:
“dalam kedudukan dan tugasnya, pegawai negeri harus netral dari pengaruh semua 
golongan dan partai politik serta tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada 
masyarakat. Dalam praktek, Pegawai Negeri Indonesia pada umumnya masih banyak kekurangan 
yaitu kurang mematuhi peraturan kedisiplinan pegawai, sehingga dapat menghambat kelancaran 
pemerintahan dan pembangunan nasional, antara lain adalah masih adanya jiwa kepegawaian 
dengan berfikir mengikuti kebiasaan bagian, bukan terletak pada kesatuan yang harmonis 
melainkan kesatuan pada bagian tersendiri, mempunyai bentuk dan corak yang berbeda serta 
kurang menghargai ketepatan waktu. jiwa kepegawaian yang mempunyai sifat seperti tersebut di 
atas akan berakibat negatif terhadap prestasi kerja pegawai negeri yang bersangkutan karena tidak 
adanya pengembangan pola pikir kerja sama”.
Untuk lebih meningkatkan peran pegawai negeri agar lebih efisien dan efektif dalam
pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan, pegawai negeri harus mendapatkan 
pembinaan dengan sebaik-baiknya.Efektifitas dan efisiensi setiap pegawai negeri harus selalu 
berhasil melaksanakan tugas secara berdaya dan berhasil guna dengan mengedepankan pelayanan 
kepada masyarakat yang pada gilirannya meningkatkan profesionalisme dan kesejahteraannya.
Selanjutnya Sekretaris Daerah menambahkan:
“sebetulnya kritik inefisiensi terhadap PNS itu tidak bisa dibuat sama rata karena ada 
beberapa sektor yang sebetulnya masih sangat butuh tenaga, misalnya guru, dokter, dan lain-lain. 
Inefisiensi justru lebih kepada PNS yang menjalankan roda birokrasi, seperti yang ada di SKPD”.
Masih dalam pendapat yang senada, Sekretaris Daerah mengatakan bahwa:
“memperbaiki kultur pelayanan PNS merupakan pekerjaan rumah yang tidak gampang, 
rusaknya kultur pelayanan PNS disebabkan, pertama, Indonesia mempunyai budaya panjang 
dijajah kolonial sehingga mental itu terbawa sampai sekarang. Kedua, hegemoni dan konotasi 
birokrasi menyebabkan birokrasi sebagai mesin politik yang tidak netral, kurang profesional dan 
tidak memiliki mental mengabdi.Ketiga, pola pendidikan pamong praja yang lekat dengan 
kemiliteran tidak berhasil mendidik kepemimpinan sipil yang andal dan mengayomi rakyat”.
Menanggapi mengenai rusaknya citra dan kultur PNS, Sekretaris Daerah mengatakan 
bahwa:
“sayangnya, setiap kali musim penerimaan CPNS selalu muncul dugaan adanya 
kongkalikong antara peserta seleksi dan orang-orang dalam dari instansi pemerintah yang bisa 
memberikan jalan masuk menjadi CPNS. Meski sering kali sulit dibuktikan hitam di atas putih 
tetapi aroma KKN itu demikian menyengat.santer terdengar kabar mereka yang hendak menjadi 
CPNS harus menyediakan dana puluhan juta rupiah agar dapat lolos. Yang menarik, masyarakat 
cenderung percaya rekrutmen CPNS tidak mungkin tanpa suap.Maka, segala upaya ditempuh 
masyarakat agar dapat lolos menjadi CPNS meski dengan menyediakan banyak uang.Baginya, 
asal ada kepastian tidak peduli yang penting dapat lolos.Masyarakat sudah telanjur tidak percaya 
bahwa seleksi CPNS benar-benar bisa transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.Padahal 
dengan seleksi mengandalkan uang dalam jumlah besar berpotensi mematikan pegawai yang 
bersangkutan“.
masyarakat, biasanya hal itu terjadi bagi aparat yang behubungan langsung dengan 
pelayanan masyarakat:
Cara mengatasi keluhan masyarakat  yang perlu diperhatikan antara lain;
a. Masyarakat biasanya marah pada saat menyampaikan keluhan. Oleh karena itu petugas 
pelayanan jangan sampai terpancing untuk ikut marah;
b. Petugas pelayanan tidak boleh memberikan janji-janji yang sebenarnya sulit dipenuhi serta tidak 
menjanjikan sesuatu yang berada di luar wewenangnya.
c. Jika permasalahan tidak dapat diselesaikan sedangkan petugas sudah berbuat maksimal, petugas 
harus berani menyatakan menyerah dengan jujur.
d.  Ada pelanggan yang selalu mengeluh.
Aparatur pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan bagi masyarakat sekaligus sebagai 
penanggung jawab fungsi pelayanan umum di Indonesia yang mengarahkan tujuannya kepada 
public service, memikirkan dan mengupayakan tercapainya sasaran pelayan kepada seluruh 
masyarakat dalam berbagai lapisan.Hal ini mengharuskan pihak pemerintah senantiasa mengadakan 
pembenahan menyangkut kualitas pelayanan yang dihasilkan.Pelayanan yang berkualitas berarti 
pelayanan yang mampu memberi kepuasan kepada pelanggan (masyarakat) dan mampu memenuhi 
harapan masyarakat.Sebab pelanggan adalah orang yang menerima hasil pekerjaan. Oleh sebab itu 
hanya pelanggan (masyarakat) yang dapat menentukan kualitas pelayanan dan mereka pula yang 
dapat menyampaikan apa dan bagaimana kebutuhan mereka.
Berikut ini akan di paparkan hasil wawancara mengenai efektivitas kerja melalui 
pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:
1. Bagaimana ketelian pegawai dalam melaksanakan tugas pekerjaan, Kepala Bagian Umum 
mengatakan bahwa:
“tingkat ketelitian pegawai, dalam hal ini pegawai yang ada di bagian umum pada dasarnya 
sudah cukup baik, walaupun setiap individu mempunyai tingkat ketelitian yang berbeda-beda, 
semua tergantung kepad pembawaan, sikap dan karakter masing-masing pegawai”.
2. Apakah dalam pelaksanaan tugas pekerjaan para pegawai dapat menyelesaikannya dengan rapi, 
Kepala Bagian Umum mengatakan:
“hal itu relatif, tergantung dari situasi dan kondisi adakalanya ada pekerjaan yang mendesak 
sering terjadi kesalahan, mungkin itu adalah suatu hal yang lumrah sebagai manusia apabila 
dikejar oleh waktu maka pekerjaan yang dihasilkannya terjadi banyak kesalahan”.
3. Apakah penilaian dari pimpinan hasil pekerjaan pegawai sudah baik dan memuaskan, Kepala 
Bagian Umum mengatakan:
“Untuk hasil pekerjaan sudah dapat dikatakan baik, walaupun belum dapat dikatakan 
memuaskan, biasanya hasil pekerjaan pegawai sudah sesuai dengan yang diharapkan, namun 
sering juga terjadi kesalahan-kesalahan sehingga harus dirubah berkali-kali”.
4. Apakah pegawai dapat menyelesaikan tugas tertentu diluar tugas rutin, Kepala Bagian Umum 
mengatakan:
“untuk hal-hal yang diluar tugas rutin, ada orang-orang tertentu yang saya biasa berikan 
kepercayaan, karena biasanya tugas diluar rutinitas pekerjaan itu tidak bisa diberikan kepada 
sembarang orang karena menyangkut rahasia jabatan”.
5. Apakah para pegawai memberikan bantuan kepada rekan kerja bila menemui kesulitan dalam 
menyelesaikan pekerjaannya, salah satu staf di bagian kepegawaian mengatakan bahwa:
“para pegawai yang ada di bagian ini selalu saling membantu apabila ada kesulitan-kesulitan 
dalam menyelesaikan pekerjaan, biasanya antar sesama staf, staf dengan pimpinan saling 
bertukar pikiran untuk menyelesaikan pekerjaan yang dirasakan sulit”.
6. Apakah dalam meyelesaikan tugas pekerjaan tidak merasa sebagai beban ataupun sebagai 
tanggung jawab, Kepala Bagian Umum mengatakan bahwa:
“penilaian saya kepada setiap pegawai yang ada di bagian ini sudah mempunyai 
tangungjawab dalam melaksanakan pekerjaannya, mereka tidak merasa terbeban dengan 
tugas dan tanggungjawabnya”.
7. Apakah para pegawai dibagian ini mempunyai inisiatif untuk menyelesaikan pekerjaan tanpa 
menunggu instruksi dari atasan, salah satu staf mengatakan:
“semua pekerjaan sudah tertata sesuai prosedur, jadi kami sudah tahu mana yang lebih dulu 
harus dikerjakan, sehingga tanpa menunggu instruksi dari pimpinan pekerjaan kami sudah 
kami laksanakan, kecuali ada hal-hal tertentu ada petunjuk untuk menyelesaikan lebih dahulu 
pekerjaan yang lain, kami akan mengikutinya”.
8. Apakah selama ini para pegawai mendapatkan insentif, Kepala Sub Bagian Rumah Tangga dan 
Perlengkapan mengatakan:
“intensif jarang kami terima, karena system penggajian kami sudah berdasarkan format yang 
telah ditetapkan, biasanya kalau ada kegiatan-kegiatan dari situlah ada insentif”.
9. Apakah insentif tersebut dapat menigkatkan semangat pegawai dalam bekerja, salah satu staf 
mengatakan:
“tentunya kalau menerima insentif menjadi motivasi bagi kami untuk melaksanakan pekerjaan 
dengan sebaik-baiknya, tapi walaupun kami jarang menerima insentif tetap saja kami 
semangat melaksanakan pekerjaan kami”.
10. Apakah selama ini pimpinan memberikan perhatian, misalnya memberikan pujian pada hasil 
pekerjaan pegawai, dan pujian tersebut apakah dapat memotivasi pegawai untuk lebih baik lagi 
melaksanakan pekerjaannya, salah satu staf mengatakan:
“tidak selalu juga seperti itu, biasanya hasil pekerjaan yang benar-benar tepat sesuai waktu 
itulah yang mendapat pujian, secara pribadi saya juga sudah beberapakali mendapatkan 
pujian, hal ini menjadi pendorong bagi saya untuk lebih semangat lagi melaksanakan 
pekerjaan”.
Penilaian Pegawai Negeri Sipil berbasis kinerja dilaksanakan melalui pendekatan hasil dan 
pendekatan kualitas.Kedua pendekatan ini dikombinasikan dalam salah satu pendekatan yang 
disebut dengan pendekatan pencapaian tujuan/target, artinya kinerja Pegawai Negeri Sipil 
didasarkan pada terget yang telah disepakati terlebih dahulu.
PEMBAHASAN
Secara relatif penulis dapat beranggapan bahwa pendidikan dan pelatihan pegawai melalui 
peningkatan efektifitas kerja pada birokrasi khususnya di Bagian Umum secretariat Daerah 
Kabupaten Bolmut lebih bersifat multi komplikatif. Birokrasi multi komplikatif tidak lain 
disebabkan karena faktor lemahnya kualitas dari kinerja pegawai negeri sipil, yang notabenenya 
berperan sebagai ”operator” dari birokrasi tersebut. Presiden juga menyatakan bahwa dirinya 
enggan menaikkan gaji PNS karena dinilai kurang produktif dengan indikasi pelayanan yang 
diberikannya dinilai lamban dan berbelit-belit (tapi pada akhirnya Pada Maret 2009 justru Presiden 
sendiri yang memutuskan bahwa gaji PNS naik sebesar 15%). Birokrasi PNS sebagai birokrasi yang 
multi komplikatif bukan hanya isu belaka karena hampir 60% PNS bekerja serabutan dan tanpa 
punya keinginan dan motivasi kuat untuk bekerja secara profesional sebagaimana dinyatakan 
sendiri oleh mantan Menpan, Feisal Tamim. Menurut Feisal, PNS yang profesional yang bekerja di 
instansi pemerintah hanya 40% saja.
Beberapa kritikan pedas terhadap kinerja PNS dan sistem birokrasinya hendaknya dapat 
memacu instansi terkait untuk sesegera mungkin mereformasi manajemen PNS karena data base 
PNS sudah dimiliki dengan telah selesainya kegiatan sensus kepegawaian melalui Pendaftaran 
Ulang PNS (PUPNS) tahun 2014. Masyarakat sedang menunggu apa gerakan Menpan selanjutnya 
untuk memperbaiki citra PNS dan birokrasi yang makin merosot. Apalagi dengan adanya data 
kuantitatif dalam artikel yang menyatakan bahwa 55% PNS memiliki kinerja yang buruk.Sungguh 
suatu realita yang ironis.
Ada beberapa usulan untuk merubah birokrasi multi komplikatif menjadi birokrasi yang 
efektif dan efisien.Di antaranya, pertama, kebijakan zero growth harus segera diganti dengan 
kebijakan reduction growth.Kedua, kekurangan jumlah PNS di suatu departemen dapat dipenuhi 
dari departemen lainnya.Ketiga, struktur gaji PNS dibenahi dengan menerapkan merit system. 
Keempat, penyusunan kriteria dan indikator kinerja untuk masing-masing instansi pemerintah harus 
segera dilaksanakan dikaitkan dengan Laporan Kinerja Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP), 
dan terakhir, pejabat yang dipilih untuk jabatan tertentu harus dipertimbangkan kapasitas, 
kapabilitas, dan kredibilitasnya.
Di Indonesia gaji bukanlah penghasilan karena gaji merupakan upah yang diperoleh 
seseorang dari pekerjaan “tetapnya”. Sedangkan penghasilan adalah seluruh pendapatan yang dia 
peroleh dari pendapatan yang pertama (gaji) tadi plus pendapatan-pendapatan lain yang diperoleh 
dari pekerjaan-pekerjaan tambahan. Dikatakannya juga bahwa besar kecilnya penghasilan PNS 
sangat bergantung kepada fasilitas dan fasilitas tersebut sangat terkait dan melekat dengan jabatan.
Jadi pernyataan bahwa jabatan itu suatu amanah adalah suatu hal yang bisa dibilang nyaris 
mustahil dibuktikan dan akal-akalan belaka karena tanpa suatu jabatan sulit dibedakan antara 
penghasilan seorang dosen bergelar doktor dengan seorang satpam lulusan SLTA.Hal ini menjadi 
faktor penyebab utama mengapa banyak orang pintar yang menduduki jabatan tertentu di suatu 
departemen, tetapi hanya bisa mengangguk-angguk sebagai tanda pemberian konfirmasi atas semua 
usulan atasannya karena takut kehilangan jabatan yang sedang didudukinya.Walaupun hati kecilnya 
jelas-jelas mengatakan bahwa kebijakan yang diambil atasannya adalah suatu kebijakan yang tidak 
rasional dan sangat amat memalukan jika harus dikeluarkan dan kemudian dibaca atau dimengerti 
oleh pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan kebijakan tersebut.Hal inilah yang serta merta 
membuat kinerja pegawai negeri tersebut menjadi cenderung tidak berkualitas, bahkan bisa 
berdampak pada pegawai-pegawai tingkatan lainnya yang berhubungan.
Kesan takut kehilangan jabatan dapat dimengerti sepenuhnya karena hanya negara Indonesia 
dari negara-negara yang ada di dunia yang memberikan tunjangan jabatan pejabatnya sebesar 1-4 
kali lebih besar dari gaji resminya.Rasa takut kehilangan jabatan inilah yang membuat para doktor 
dan akademisi sebagai pejabat penting di suatu departemen menjadi gagap dan gugup serta 
kelihatannya dungu dalam menerapkan dan mengamalkan bidang ilmu yang dikuasainya untuk 
memperbaiki kekeliruan dalam perumusan suatu kebijakan di instansi tempatnya mengabdi.
PENUTUP
Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan dalam bagian sebelumnya, maka 
kesimpulan dari penelitian ini adalah:
1. Pendidikan dan pelatihan (diklat) sangatpenting diberikan kepada pegawai untuk dapat 
meningkatkan pengatuhan,keterampilan dan kemampuan serta sikap sehingga efektivitas 
kerjadapat tercapai didalam mencapai tujuan atau sasaran didalaminstansi.
2. Pendidikan dan pelatihan pegawai memberikan dampak positif dalam peningkatan kerja melalui 
efektivitas kerja pegawai, sesuai dengan hasil penelitian efektivitas kerja pegawai lebih 
meningkat dibandingkan dengan pegawai yang belum mengikuti pendidikan dan pelatihan di 
Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten bolaang Mongondow Utara.
3. Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara telah 
memberikankesempatan kepada pegawai untuk mengikuti pendidikan dan pelatihanuntuk 
meningkatkan pengetahuan, keahlian dan keterampilan. Penulisdapat menyimpulkan bahwa 
pendidikan dan pelatihan mempunyai perandalam meningkatkan efektifitas kerja di Bagian 
Umum Sekretariat DaerahKabupaten Bolaang Mongondow Utara hal ini sesuai dengan hasil 
penelitian bahwapegawai yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan dapatmenunjukkan 
ketelitian dan kerapian dalam bekerja, dapat membanturekan kerja dalam menyelesaikan 
pekerjaan.
Saran
1. Pegawai yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan sebaiknya lebihmeningkatkatkan 
kinerjanya artinya dalam menyelesaikan pekerjaan atautugas-tugas rutin tidak menunggu 
instruksi dari atasan. Karena denganmengikuti diklat tentunya telah menambah keterampilan dan 
pengetahuansehingga pegawai lebih memahami apa yang menjadi bidang tugasnya.Biasanya 
seseorang yang memahami bidang tugasnya tentunya akan lebihsemangat dalam bekerja.
2. Sebaiknya pegawai didalam bekerja lebih memperhatikan prinsip efisiensiyaitu dalam 
menyelesaikan pekerjaan menggunakan prinsip hemat baik itudalam penggunaan alat tulis 
kantor, penggunaan anggaran yang sesuaidengan ketetapan yang ada dan penggunaaan waktu 
yakni menyangkutkedisiplinan.
3. Sebaiknya pegawai Bagian Umum Sekretariat Daerah diberikankesempatan untuk selalu 
mengikuti diklat artinya diklat yangberkesinambungan sehingga mengetahui perkembangan 
pengetahuan,tehnologi untuk masa kini dan masa yang akan datang.
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